PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA TERHADAP
PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT-DAERAH
KABUPATEN NATUNA

Menimbang: a. berdasarkan hasil Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 1272 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Natuna
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Natuna.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



9]

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan
Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia  Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);



Menetapkan :
KESATU

13.

14

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

}. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019
tentang Pedoman Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN :

Menyetujui  Perhitungan Anggaran pada Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 sesuai

dengan hasil Evaluasi Gubernur Kepulauan Riau, dengan

Ringkasan Perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan Daerah Rp. 1.043.202.600.000,00
Belanja Daerah Rp. 1.048.202.600.000,00
Defisit/Surplus Rp. -5.000.000.000,00
Pembiayaan Daerah Rp. 0,00
Penerimaan Rp. 5.000.000.000,00
Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 5.000.000.000,00



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
disampaikan kepada Bupati Natuna untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya sesual dengan Ketentuan yang
berlaku.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 8 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

3
DAEN ATULLAH, SH

WAKIL KETUA II,

WAN ARISMUNANDAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Gubernur Propinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang ;
2. Bupati Natuna di Ranai;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
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